BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

=

Menimbang

Mengingat

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5485},

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5717);



Menetapkan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2015 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008
Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Jawa Barat.

4. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

EU]

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Cianjur.

6. Bupati adalah Bupati Cianjur.

7. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
yvang terdiri dari dinas, badan dan kantor.



10.

I BN

12.

13.

14,

15.

16.

Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Cianjur
yang memimpin dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan pemerintahan di  wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan desa
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat.

Kewenangan asal usul adalah hak dan kekuasaan desa
yang merupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan lokal berskala desa adalah hak dan
kekuasaan desa untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan
oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa
atau yang muncul karena perkembangan desa dan
prakasa masyarakat desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.



17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu
6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yvang selanjutnya
disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah
Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi Pemerintah Desa.

22. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan
sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk

barang/jasa.
BAB II
KRITERIA DAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA
Pasal 2

Ruang lingkup jenis kewenangan desa yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini adalah kewenangan desa berdasarkan
hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 4
Jenis kewenangan desa meliputi:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala desa;

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  Provinsi, atau Pemerintah
Kabupaten; dan



d.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah  Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis dan bidang kewenangan desa ditetapkan
berdasarkan kriteria kewenangan desa.

Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah:

a. Kewenangan yang merupakan warisan yang masih
hidup dan/atau berlaku:

b. Kewenangan yang merupakan prakarsa desa atau
prakarsa masyarakat sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat.

Kriteria kewenangan lokal berskala desa adalah:

a. Kewenangan yang sesuai kepentingan masyarakat
desa;

b. Kewenangan yang mampu dan efektif dijalankan
oleh Desa serta mempunyai lingkup pengaturan dan
kegiatan hanya di dalam desa;

¢. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan
dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan
masyarakat desa yang mempunyai dampak internal
desa;

d. Kewenangan yang telah dijalankan oleh Desa karena
perkembangan masyarakat dan prakarsa desa;

e. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang
pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah
propinsi dan pemerintah kabupaten/kota;

[ Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga
yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.

Pasal 6

Bidang dan Sub Bidang kewenangan desa berdasarkan
hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
1I11.

Bidang dan Sub Bidang kewenangan lokal berskala desa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Penetapan Kewenangan Desa oleh Desa
Pasal 7

(1) Desa dapat menentukan kewenangan desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 sesuai dengan kemampuan dan
kondisi desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(2) Penetapan kewenangan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah desa.

(3) Dalam hal terdapat kewenangan desa yang belum masuk
dalam daftar kewenangan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 dan telah memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5, Desa dapat mengusulkan
kewenangan dimaksud kepada Bupati.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-
undangan.

Bagian Kedua
Pendanaan Kewenangan Desa
Pasal 8

(1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai
oleh APB Desa.

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain
didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Kabupaten.

Pasal 9

Pendanaan oleh APB Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) bersumber dari:

a. Dana Desa;

b. ADD;

c. Pendapatan Asli Desa;
d

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten;

e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak
ketiga;

f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.



Pasal 10

(1) Pendanaan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nfagara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja
daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.

(3) Pendanaan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2] bersumber dari:

a. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten;

b. Bantuan keuangan Kabupaten kepada Pemerintah
Desa;

c. Anggaran yang dialokasikan dan dikelola dalam
program dan kegiatan OPD Kabupaten.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kewenangan Desa
Pasal 11
(1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan ke dalam:

a. Tugas Pemerintah Desa dan BPD;

b. RPJM Desa dan RKPD Desa;

c. Program Desa dan Kegiatan Desa dalam APB Desa;
dan

d. Buku Administrasi Desa.

(2) Kepala Desa membagi habis kewenangan desa kepada
Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dilaksanakan
sebagai tugas pokok disamping tugas yang telah
dimiliki.

(3) BPD melaksanakan sebagian kewenangan desa yang
sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Desa dapat mendayagunakan lembaga
kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan
kewenangan Desa.

(5) Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJM
Desa dan RKP Desa.

(6) Kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk Program
Desa dan Kegiatan Desa serta dianggarkan dalam APB
Desa.

(7) Hasil pelaksanaan kewenangan desa oleh Perangkat
Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dicatat dalam Buku Administrasi Desa dan
Buku Administrasi BPD.



Pasal 12

(1) Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan
oleh Perangkat Desa, dan/atau unsur masyarakat desa.

(2) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
lembaga/unsur tingkat desa lainnya.

(3) Dalam hal penyelenggaraan Program Desa dan Kegiatan
Desa, BPD dilarang menjadi pelaksana proyek diluar
tugas dan fungsinya.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Pelaksana Pembinaan Kewenangan Desa
Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada
desa untuk mendukung desa dalam menyelenggarakan
kewenangan desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Penyediaan data dan informasi;

b. Pedoman  teknis berupa  petunjuk  teknis
pelaksanaan kewenangan;

c. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa;

d. Pendampingan teknis untuk memfasilitasi,
mengarahkan, mengawasi teknis pelaksanaan
kewenangan; dan

e. Upaya pembinaan lainnya yang diperlukan untuk
kelancaran pelaksanaan kewenangan desa.

Pasal 14

Pembinaan kewenangan lokal berskala desa dilaksanakan
oleh perangkat daerah yang bidang tugasnya berhubungan
dengan jenis kewenangan desa, yang diatur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembinaan Bantuan Keuangan Kepada Desa

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam
pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa yang
meliputi:

a. Pemberian pedoman umum bantuan keuangan; dan
b. Pendampingan teknis.



(2)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pedoman wumum bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi tata cara
penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban
bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati tersendiri.

Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah
kabupaten yang membidangi pengelolaan anggaran
belanja bantuan keuangan.

Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi kegiatan:

a. Memfasilitasi perencanaan dan pencairan bantuan;

b. Mengarahkan dan mengawasi agar pelaksanaan
bantuan berjalan sesuai ketentuan;

c. Memfasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban
bantuan keuangan;

d. Mengevaluasi hasil kegiatan dalam mendukung
percepatan pembangunan desa dan capaian program
daerah.

Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten yang
bidang tugasnya berhubungan dengan jenis bantuan
keuangan dan jenis kewenangan desa.

Bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi difasilitasi oleh
perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

Bagian Ketiga
Pengawasan Kewenangan Desa
Pasal 16

Pemerintah  Kabupaten  melakukan  pengawasan
penyelenggaraan kewenangan desa secara periodik.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Klarifikasi dan evaluasi peraturan desa tentang
kewenangan desa dan peraturan desa tentang
pelaksanaan kewenangan desa;

b. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
kewenangan desa.

Pengawasan  penyelenggaraan  kewenangan  desa
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh
perangkat daerah kabupaten dan aparatur pengawasan
fungsional.

Pengawasan oleh perangkat daerah kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar
pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan
berhasilguna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
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(5) Pengawasan oleh aparatur pengawasan [ungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kewenangan Desa
Pasal 17

Pelaksanaan pembinaan kewenangan desa yang

dilaksanakan  oleh  perangkat daerah  kabupaten

scbagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan pengawasan

kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16
dikoordinasikan dengan Camat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
tanggal 28 Desember 2015

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 39
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